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PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas, maka penulis mengambil

kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut.

1. Peran rumah aman (safe house) pemerintah kabupaten sleman
sudah dapet dilaksanakn sesuai dengan ketentuan, terbukti dari
apa yang sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 j.o Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 Tentang Lembaga Prtlindungan Saksi dan Korban, dan
PERDA Kabupaten Sleman Nomor 02 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sudah
dapat di implementasikan atau sudah dapat direalisasikan
dengan benar, terlihat dari sudah adanya perhatian kusus
terhadab korban dan sudah didirikanya rumah aman, yang

berfungsi dalam memberikan perlindungan.

2. Dalam menjalankan fungsinya rumah aman mengalami beberapa
kendala, sehingga sedikit mengurangi efektifitas dari rumah
aman, dalam memberikan perlindungan kepada anak korban

kekerasan seksual. Kendala-kendala ya terjadi yaitu :
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B. Saran
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a. Dari segi SDM lebihnya jam kerja yang di alami oleh

petugas, ditambah lagi gaji yang dirasa minim,
dikarnakan setatus dari petugas adalah non PNS, dan
kurangnya perhatian pemerintah  daerah  dalam
peningkatan mutu dari petugas, seperti kurangnya
pemberian pelatian secara kusus, dalam menangani

korban kekerasan.

Dari segi sarana dan prasarana, bangunan yang
digunakan sebagai rumah aman atau untuk menampung
korban, dirasa kurang layak, dikarnakan masi jadi satu
dengan kantor, dan ada beberapa bagian rumah yang

masih rusak.

. Terkati dari korban sendiri, dikarnakan tidak sedikit

korban yang menutup diri dari petugas, sehingga petugas
merasa sedikit kesulitan untuk memberdayakan dan
mengobati korban, dikarnakan petugas kesulitan untuk

mendapatkan informasi dari korban sendiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadab Rumah

Aman Kabupaten Seleman, sudah sesua dengan aturan atau undang-

undang, akan tetapi seiring berjalanya waktu timbullah kendala atau
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permasalahan. Sehingga penulis mengajukan beberapa saran, saran

tersebut merupakan :

1. Peran petugas pengurus rumah aman sangat penting, petugas lah
yang mendamping korban selama menjalani rehabilitasi, sehingga
penambahan petugas pengelola rumah aman dirasa penting,
sehingga setiap petugas dapat bekerja sesua porsi jam kerja normal,

dan meringankan beban pekerjaan petugas yang dirasa cukup berat.

2. Dinilai kemampuan petugas pengelola rumah aman Kkurang
memadai, sehingga pemerintah daerah harus memberikan pelatihan
secara kusus tidak hanya diberikan kepada petugas yang bersetatus
sebagai PNS saja, melainkan petugas yang non PNS pun juga harus

diberikan pelatihan secara kusus.

3. Penyediaan hunian yang lebih layak harus dilakukan oleh
pemerintah daerah kabupaten sleman, setidaknya hal yang paling
minimal adalah, melakukan beberapa perbaikan hunian yang
dijadikan tempat rehabilitasi atau melakukan pemisahan antara
rumah rehabilitasi dengan kantor UPT, agar mendimbulkan rasa

aman atau kerahasian yang berlebih kepada korban.
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